PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PILKADA 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 321 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 319 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan hasil kerjasama
dengan pemerintah setempat terkait penetapan Sekretariat PPS di Lokasi terdampak
bencana gunung ruang, yaitu Sekretariat PPS Kampung Laingpatehi dan PPS Kampung
Pumpente, telah diterbitkan Surat Keputusan Kaputalau Laingpatehi Nomor 04 Tahun

2024 dan Surat Keputusan Kapitalau Kampung Pumpente Nomor 01 Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan LNRI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
LNRI Nomor 6547); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, KomisiPemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota
(BNRI Tahun2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota (BNRI
Tahun2023 Nomor 377); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2022
Nomor 1116); Kpt KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil



CATATAN

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang
Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota
dan Wakil Walikota; Kpt KPU Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024;

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan
penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain
dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

dan 2025.

: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari

2025

- Lampiran 27 halaman



